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I. UMUM

Pembangunan jalan tol perlu dilakukan untuk mewujudkan
pembangunan konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas,
efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing
bangsa dan mengurangi kesenjangan antar wilayah, dengan
memperhatikan keadilan bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka percepatan perwujudan pembangunan jalan tol yang
layak secara ekonomi tetapi belum layak secara finansial, Pemerintah
mengambil langkah pengusahaan jalan tol yang dilakukan melalui
kegiatan pendanaan, perencanaan teknis, dan pelaksanaan konstruksi
jalan tol oleh Pemerintah yang selanjutnya pengoperasian dan
pemeliharaan dilakukan oleh Badan Usaha.

Dalam hal pendanaan Pemerintah yang dialokasikan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan Rencana Kerja Pemerintah terbatas,
Pemerintah dapat menugaskan badan usaha milik negara yang seluruh
modalnya dimiliki oleh negara untuk pengusahaan jalan tol.

Penugasan terhadap badan wuaha milik negara tersebut dapat

dilakukan dengan memberikan pengusahaan atau meneruskan bagian

www.peraturan.go.id



